BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN PENGADAAN (AANWIZING)

KONSULTAN HUKUM

RIGHTS ISSUE PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

1. Pembukaan
Rapat dibuka pukul 13.00 WIB

2. Presentasi
Paparan KAK Konsultan Hukum oleh Tim Kerja Privatisasi ADHI

3. Tanya Jawab

Jakarta, 10 Mei 2022
Melalui Zoom Meeting

NO

NAMA / PERUSAHAAN

PERTANYAAN / TANGGAPAN

JAWABAN

1.

UMBRA

Apakah  lingkup  pekerjaan
memeriksa comfort letter yang
dikeluarkan oleh Kantor
Akuntan Publik  termasuk
kedalam cakupan Konsultan
Hukum?

Usulan KH :

Lingkup  pekerjaan comfort
letter yang dikeluarkan oleh
Kantor Akuntan Publik

Sependapat dengan usulan KH,
akan dituangkan dalam
Perubahan KAK

Surat Pernyataan Lampiran 11.
Apakah kami harus menyiapkan
dedicated team untuk ADHI?

Usulan:

“..Tidak sedang melaksanakan
tugas terkait dengan proses
transaksi emisi saham pada
perusahaan lain yang dapat
mengganggu kinerja
pendampingan atau
pelaksanaan pekerjaan Rights
Issue PT Adhi Karya (Persero).”

Disesuaikan dengan redaksi
yang akan dituangkan dalam
Peruabahan KAK sebagai berikut

“..Tidak sedang melaksanakan
tugas pada perusahaan lain
yang dapat  mengganggu
pelaksanaan tugas sebagai
Konsultan Hukum dalam proses
Rights Issue ADHI

Bagaimana progress privatisasi
sampai saat ini? Apakah sudah
ada tim yang dibentuk oleh
Kementerian?

Saat ini sudah dibentuk Tim

Privatisasi yang terdiri dari
Kementerian BUMN,
Kementerian Keuangan,

Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, dan
ADHL.

5’(1/{1«\)0-




Apakah  Negara berencana | Negara berencana melakukan
untuk melakukan private | private  placement  melalui
placement untuk saham ADHI? | Penyertaan Modal Negara
dengan target nilai sebesar
Rp1.976 miliar dimana
kepemilikan pemerintah saat ini
sebesar 51%.
2. Assegaf Hamzah & | Berdasarkan Standar | Sependapat dengan usulan KH,
Partners Pelaksanaan Uji Tuntas terbaru | akan dituangkan dalam
yang dikeluarkan oleh | Perubahan KAK
Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal (HKPM),
pemeriksaan dokumen terkait
proses Rights Issue, tidak
termasuk:
1. Perjanjian Kerjasama
Bersama (PKB) dan dokumen
ketenagakerjaan lainnya;
2. Dokumen / bukti
kepemilikan atas aktiva
tetap (fixed assets) ADHI
3. | Jusuf Indradewa &
Partners
4. Penutup
a. Sesuai kesepakatan aanwijzing, akan dilakukan penyesuaian TOR/KAK berdasarkan hasil
aanwijzing ini (terlampir).
b. Perubahan tanggal Klarifikasi Akhir menjadi Selasa, 17 Mei 2022.

c. Peserta yang dapat melanjutkan proses tender Konsultan Hukum Rights Issue ADHI hanya yang

hadir pada aanwijzing ini sesuai daftar hadir (terlampir).
Rapat ditutup pada 13.45 WIB

e. Berita Acara Aanwijzing akan disampaikan melalui website dan aplikasi e-procurement ADHI.

Batas menjadi rekanan ADHI selambat-lambatnya nya pada 11 Mei 2022 pukul 23.00 WIB yang
ditandai dengan kepemilikan account (username dan password) pada aplikasi ADHI
e-Procurement.
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PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.

TIM PRIVATISASI
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.
JAKARTA, MEI 2022

A
TIM PRIVATISASI = = — #I
DOKUMEN RAHASIA L [ [ W[ ¥ |

|

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. J {

1 dari 24



@ Kerangka Acuan Kerja
Konsultan Hukum

beyord comtngiion

DAFTAR ISI

| 1 U L 7 Y 3
lll. LINGKUP PEKERJAAN ........occviiiiiiiitnistiss st sss s ssss s s s s s e smemasessmesssssssns 3
VI. USULAN PENAWARAN ................................................................................................................ 7
VI. PENYAMPAIAN PENAWARAN ...ttt s eces e s sm s s smsesmsssmsssss e nsasan s 9
VIII. JADWAL PENGADAAN........occiitteimintn s ss st as s sn s e st s m s san s sams s sms e ams s emsessmesanasas 9
IX. PELAKSANAAN PEKERUJAAN ........ccocoiiiiiimiiniiinsismnisssssass s ssssssssssssssssssssssssssssssassssssssass 9

Xll. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 - Format Surat Pengantar Dokumen Penawaran................cooveeeiiiieiiins connennnns 12
Lampiran 2 - Format Data Pengalaman Konsultan Hukum..................cooiiiii e e 13
Lampiran 3 - Format Pengalaman Personil...............cooooii i i 14
Lampiran 4 - Format Data Curriculum Vitae (CV) Tim Kerja..........c..ccooiiiiiiiiiiies vveiirnreens 15

Lampiran 5 - Format Surat Penawaran Biaya...................cooiiiiiiiiiii i ceeccrieeeecireseseianeens 16

Lampiran 6 - Format Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan ...........................coc... 17
Lampiran 7 - Format Surat Pernyataan Untuk Melaksanakan Pekerjaan..................c. cocccvieenns 18
Lampiran 8 - Format Surat Pernyataan Tunduk Kerangka Acuan Kerja..................... ccccoovven. 19
Lampiran 9 - Format Pernyataan Tidak Bermasalah Hukum dengan ADHI...................cccccoc..e. 20
Lampiran 10 - Format Pernyataan Tidak Berperkara atau Kepailitan.........................ccccccoo. 21
Lampiran 11- Format Surat Pernyataan ... s s s ennns 22
Lampiran 12 - Format Pakta Integritas ..o e s 23
Lampiran 13 - Format Surat Pernyataan Jaminan Kerahasiaan ...................cocvviiviiiiniiinnns 24

TIM PRIVATISASI ' | = | #‘ | }\ |

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. DOKUMEN RAHASIA / | L .

2 dari 24




Gd‘hi' Kerangka Acuan Kerja
Konsultan Hukum

bryond cominglon

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KONSULTAN HUKUM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN HMETD/RIGHTS ISSUE
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.

I. LATAR BELAKANG

Untuk menunjang pertumbuhan dan pengembangan usahanya khususnya dalam investasi Jalan Tol,
Preservasi Jalan Lintas, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Fasilitas Pengelolaan Limbah
Terpadu (FPLT). PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (“ADHI”) akan meningkatkan struktur permodalan
melalui peningkatan ekuitas yang dilakukan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETDY
Rights Issue (“Rights Issue”).

Rencana Rights Issue ADHI tersebut merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 104 Tahun 2021
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 terkait rencana
pemberian PMN kepada ADHI.

Untuk membantu persiapan dan pelaksanaan Rights Issue sesuai rencana yang telah ditetapkan
dengan mengacu pada Peraturan Pasar Modal, ADHI memerlukan dukungan dari beberapa profesi
penunjang pasar modal, salah satunya dari Konsultan Hukum (KH) untuk membantu persiapan dan
pelaksanaan Rights Issue sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan

Pasar Modal.

. TUJUAN
Tujuan penugasan Jasa Konsultan Hukum dalam proses ini adalah untuk melakukan pemeriksaan
segi hukum (Legal Due Diligencel/ “LDD") dan menyajikannya dalam bentuk Laporan Pemeriksaan
serta memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ “LO”) sehubungan dengan proses Rights Issue
ADHI.

lll. LINGKUP PEKERJAAN

Konsultan Hukum yang ditunjuk akan memberikan jasa hukum kepada ADHI dalam rangka

menyiapkan dari aspek hukum, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan uji tuntas segi hukum (Legal Audit) terhadap dokumen-dokumen hukum
ADHI sesuai dengan Standar Pelaksanaan Uji Tuntas yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang berlaku saat ini. Adapun uji tuntas tersebut akan dilakukan
terhadap ADHI termasuk dan tidak terbatas pada anak perusahaan dan afiliasi ADHI. Materi uji
tuntas antara lain adalah:

a. Anggaran Dasar dan Perubahannya yang telah diumumkan dalam Berita Negara;
b. Komposisi Modal terakhir;

¢. Dokumen Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;

d. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham Khusus (bila ada);
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e. Laporan Tahunan;

f. Penyelenggaraan Rapat Pemegang Saham Tahunan (Risalah RUPS) dan RUPSLB selama
3 (tiga) tahun terakhir;

g. Semua perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang telah ada selama 3 (tiga)
tahun terakhir;

h. Dokumen perijinan, pendaftaran, dan dokumen lainnya yang diperlukan oleh ADHI dalam
menjalankan kegiatan usahanya;

i. Membantu Tim Privatisasi ADHI dalam memformulasikan kriteria-kriteria yang akan
digunakan oleh Tim Privatisasi ADHI untuk menilai pilihan-pilihan yang muncul pada saat uji
tuntas.

j- Dokumen lain yang terkait dan diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rights Issue.

2. Membuat pendapat dari segi hukum (Legal Opinion) yang memenuhi ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan memenuhi standar transaksi pasar modal serta memberikan pendapat hukum
lainnya yang diperlukan dalam rangka persiapan Rights Issue ADHI, termasuk tapi tidak terbatas
pada identifikasi segala permasalahan hukum, hambatan serta permasalahan yang dapat

menghambat Rights Issue ADHI.

3.  Mempersiapkan dokumen korporasi, surat dan perjanjian yang diperlukan dalam rangka Rights
Issue ADHI, termasuk tapi tidak terbatas pada:
a. Membantu Tim Privatisasi ADHI bersama-sama dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam
pembuatan perjanjian-perjanjian, surat atau dokumen lainnya dalam rangka pelaksanaan
Rights Issue ADHI;
b. Membantu Tim Privatisasi ADHI dalam membuat dan/atau memeriksa serta me-review
perjanjian-perjanjian antara ADHI dengan lembaga/profesi penunjang dalam rangka

pelaksanaan Rights Issue ADHI.

4. Melakukan review serta memberikan pendapat terhadap peraturan-peraturan, surat, dokumen dan
perjanjian-perjanjian yang diperlukan termasuk tapi tidak terbatas pada memeriksa perjanjian-

perjanjian dimana ADHI merupakan salah satu pihak.

5. Melakukan pendampingan dalam pertemuan/rapat koordinasi di internal ADHI maupun dengan
pihak eksternal ADHI, termasuk tapi tidak terbatas mendampingi Tim Privatisasi ADHI dalam
pertemuan-pertemuan dengan badan/lembaga eksternal dalam rangka keberhasilan pelaksanaan
Rights Issue ADHI.

6. Melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan serta terkait dengan keberhasilan pelaksanaan

Rights Issue ADHI, termasuk tapi tidak terbatas pada:
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a. Membantu Tim Privatisasi ADHI mendapatkan perizinan dan persetujuan serta menyiapkan
dokumen-dokumen yang terkait dengan aspek hukum, terkait dengan pencapaian tujuan
Rights Issue ADHI, termasuk tapi tidak terbatas pada penyusunan Pernyataan Pendaftaran,
Prospektus dan materi-materi Rights Issue ADHI lainnya;

b. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya dan membantu Tim Privatisasi ADHI dalam
penentuan struktur Rights Issue;

Berkoordinasi dengan badan-badan regulasi Pasar Modal dan instansi berwenang lainnya.
Membantu penyusunan serta memberikan komentar utamanya dari aspek hukum atas
prospektus dan prospektus ringkas;

e. Membantu dalam proses Pernyataan Pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan sampai
dengan dinyatakan efektif;

f. Melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mensukseskan Rights Issue ADHI.

Tim Privatisasi ADHI mempunyai hak sepenuhnya untuk merinci lebih lanjut dan/atau melakukan
perubahan/penyesuaian atas lingkup pekerjaan yang dipandang perlu sesuai ketentuan hukum atau

peraturan yang mengikat ADHI tanpa biaya tambahan.

IV. KUALIFIKASI
Konsultan Hukum harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Telah menjadi rekanan ADHI selambat-lambatnya nya pada 11 Mei 2022 pukul 23.00 WIB
yang ditandai dengan kepemilikan account (username dan password) pada aplikasi ADHI e-
Procurement yang dapat diakses melalui https://eproc.adhi.co.id/. Apabila belum menjadi
rekanan silahkan mengikuti petunjuk yang dapat diunduh melalui link berikut

https://adhi.co.id/s/vendormanagementadhi.

2. Memenuhi kualifikasi dan memiliki perijinan untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Pasar
Modal.

3. Memahami ketentuan-ketentuan Pasar Modal Indonesia khususnya Rights Issue.

4. Memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya dan dapat bekerja sama dengan semua pihak

terkait dalam proses Rights Issue.

5. Mempunyai tim kerja (Partner dan Associate) yang berpengalaman dalam rangka Rights Issue
dan melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan kode etik profesi dan siap melaksanakan
pekerjaan yang ditugaskan sesuai jadwal yang ditetapkan.

6. Tidak sedang atau pernah dalam kondisi mempunyai permasalahan hukum yang berlawanan
dengan ADHI dan pihak terkait dengan ADHI dan/atau mewakili pihak ketiga yang mempunyai
permasalahan hukum yang berlawanan dalam perkara dengan ADHI dan pihak afiliasi ADHI yang
dinyatakan dalam Surat Pernyataan di atas materai Rp 10.000 (Lampiran 9).

g
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7. Menjamin bahwa personil yang ditugaskan tidak akan diganti selama dalam proses Rights Issue
ADHI dan apabila terpaksa ada penggantian personil maka harus diganti dengan personil yang

kualitasnya minimal setara dan mendapatkan persetujuan tertulis Tim Privatisasi ADHI.

8. Menjamin bahwa personil yang ditugaskan dalam pelaksanaan Rights Issue ADHI tidak sedang
melaksanakan tugas pada perusahaan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas sebagai
Konsultan Hukum dalam proses Rights Issue ADHI yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan di

atas materai Rp 10.000 (Lampiran 11).

9. Menjamin bahwa semua penawaran yang diajukan telah mempertimbangkan kapasitas

penanggung jawab (person in charge) yang ada secara full-time dalam penugasan ini.

10. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan ADHI serta bersedia menandatangani surat

pernyataan bebas benturan kepentingan di atas materai Rp 10.000 (Lampiran 6).

11. Memiliki komitmen untuk dapat mempertanggung jawabkan pekerjaan yang dilakukan sesuai
waktu yang telah ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan Untuk

Melaksanakan Pekerjaan di atas materai Rp 10.000 (Lampiran 7).

V. KEWAJIBAN
ADHI:

1. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Konsultan Hukum dalam rangka
menjalankan Lingkup Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam angka lll Kerangka Acuan Kerja
ini.

2. Melaksanakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Konsultan Hukum sesuai dengan

Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (“Perjanjian”).

KONSULTAN HUKUM:

1. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada angka lll Kerangka
Acuan Kerja ini secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan kode etik profesi.

2. Melaksanakan pekerjaan tersebut pada angka 1 di atas sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Perjanjian.

3. Merahasiakan seluruh data dan informasi yang diberikan oleh ADHI dan tidak boleh
dipergunakan untuk keperluan apapun diluar Rights Issue ADHI atau diberitahukan kepada
siapapun tanpa persetujuan tertulis dari ADHI dan bersedia menandatangani Surat

Pernyataan Jaminan Kerahasiaan (Lampiran 13).
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4. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana angka 1 di atas, apabila diminta, Konsultan Hukum
wajib memberikan penjelasan secara tertulis maupun lisan kepada ADHI maupun pihak lain yang
ditunjuk oleh ADHI.

5. Menjamin tidak adanya benturan kepentingan dalam pemberian LDD dan LO dimaksud dengan

membuat surat pernyataan (Lampiran 6).
6. Menandatangani Pakta Integritas (Lampiran 12).

7. Konsultan Hukum wajib menyerahkan daftar nama Personil Inti yang menangani pekerjaan
seperti tersebut pada angka 1 di atas dan tidak dapat diganti sampai dengan selesai penugasan,

kecuali ada persetujuan tertulis dari Tim Privatisasi ADHI (Lampiran 4).

8. Menghadiri dan berpartisipasi dalam setiap rapat koordinasi dan persiapan Rights Issue ADHI,

apabila diminta oleh Tim Privatisasi ADHI atau Lembaga / Profesi Penunjang lainnya.

9. Bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan keikutsertaan KH
dalam proses pembuatan dan penyampaian Dokumen Teknis dan Penawaran Biaya,

termasuk namun tidak terbatas pada proses negosiasi klarifikasi biaya.

VI. USULAN PENAWARAN
Penawaran yang disampaikan oleh calon Konsultan Hukum harus ditandatangani seluruhnya oleh
Penanggung Jawab yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Kantor Konsultan Hukum atau

dokumen lainnya serta mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. Penawaran Teknis

Penawaran teknis berisi informasi sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Dokumen Penawaran diatas materai Rp10.000 (Lampiran 1).

2. Kerangka Acuan Kerja yang telah diparaf setiap halamannya oleh pimpinan
perusahaan atau orang yang diberi kuasa.

3. Uraian singkat mengenai mekanisme Rights Issue dengan memperhatikan peraturan yang
berlaku di Pasar Modal.

4. Pengalaman sebagai Konsultan Hukum dalam kurun waktu 2017-2022 baik di perusahaan
baik BUMN maupun swasta dengan disertakan bukti copy dokumen perjanjian pemberian jasa
hukum atau copy isi prospektus yang memuat nama Konsultan Hukum, yang menguatkan
dalam menangani Rights Issue dan/atau transaksi ekuitas pasar modal lainnya (Lampiran 2).

5. Pengalaman Personil sebagai Managing Partner, Partner, Senior Lawyer, Junior Lawyer
dalam kurun waktu 2017-2022 di perusahaan baik BUMN maupun swasta dengan disertakan
bukti copy dokumen berupa riwayat kerja (CV) yang ditanda tangani oleh Managing Partner,
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yang menguatkan dalam menangani Rights Issue dan/ atau transaksi ekuitas pasar modal
lainnya (Lampiran 3).

Surat Pernyataan tidak sedang atau pernah dalam kondisi mempunyai permasalahan hukum
yang berlawanan dengan ADHI dan pihak afiliasi ADHI dan/atau tidak sedang mewakili pihak
ketiga yang mempunyai permasalahan hukum yang berlawanan atau dalam perkara dengan
ADHI atau pihak afiliasi ADHI (Lampiran 9).

Surat Pernyataan yang menyatakan tidak dalam proses berperkara atau perkara kepailitan
yang dapat mempengaruhi kinerja ataupun keberadaan konsultan dan/atau tidak dalam
kondisi sedang dalam pengawasan dari instansi manapun juga dan konsultan telah
menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya (Lampiran 10).

Copy Kerangka Acuan Kerja yang telah diparaf pada setiap halamannya oleh Partner/
Penanggung Jawab yang tercantum dalam Akta Pendirian Kantor Konsultan Hukum dan
menandatangani Surat Pernyataan Tunduk Kerangka Acuan Kerja (Lampiran 8).

Dokumen Administrasi berisi:

Copy Kartu Tanda Advokat;

Copy Kartu/ Surat Tanda Terdaftar (STTD) sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal;
Copy NPWP;

Copy Akta Pendirian Kantor Hukum dan perubahannya;

® o 0 o p

Company Profile;
f.  Struktur Organisasi Kantor Hukum.

(Ketidaklengkapan persyaratan penawaran teknis tersebut dapat mengakibatkan gugurnya

penawaran)

B. Penawaran Biaya

1. Calon Konsultan Hukum wajib mengajukan Proposal Biaya Konsultan Hukum. Biaya dimaksud
sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku, tidak termasuk PPN sesuai
ketentuan yang berlaku.

2. Biaya OPE (Out Of Pocket Expenses) dan akomodasi maksimal 5% (lima persen) dari total
imbalan jasa dan dibayarkan kembali (reimbursement) sesuai bukti yang diajukan dan harus
disetujui terlebih dahulu oleh ADHI, hanya berlaku untuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam
rangka penyelesaian Pekerjaan yang memerlukan perjalanan ke luar kota (Lampiran 5).
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PT ADHI KARYA (PERSERO) Thk. “ DOKUMEN RAHASIA " [ | SSR
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Vil. PENYAMPAIAN PENAWARAN

Dokumen penawaran terdiri 2 (dua) sampul, yaitu Dokumen Teknis dan Administrasi, serta
Dokumen Penawaran Harga. Dokumen penawaran tersebut di upload pada aplikasi e-Procurement
sesuai jadwal yang telah ditentukan pada aplikasi ADHI e-Procurement https://eproc.adhi.co.id/.

Vil. JADWAL PENGADAAN
Jadwal pengadaan adalah sebagai berikut:

Tahapan Waktu

Pengumuman Lelang via Website ADHI Rabu, 27 April 2022
Penyampaian TOR via Website ADHI Kamis, 28 April 2022

.y ] Selasa, 10 Mei 2022
Aanwijzing via Online Pukul : 13.00-14.00 WIB
Penyampaian Berita Acara Aanwijzing via website dan Rabu, 11 Mei 2022
aplikasi e-Procurement ADHI
Pemasukan Penawaran Teknis dan Harga via aplikasi e- Kamis, 12 Mei 2022
Procurement Pukul : 23.59 WIB

. Jumat, 13 Mei 2022
Esaue oniith Pukul : 13.00-14.00 WIB
Evaluasi Hasil e-Auction Jumat, 13 Mei 2022
Klarifikasi Akhir Selasa, 17 Mei 2022

Peserta yang tidak hadir dalam acara rapat penjelasan/aanwijzing dianggap menyetujui seluruh
hasil rapat penjelasan.

IX. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK)

sampai dengan selesainya proses Rights Issue.

X. LAPORAN PEKERJAAN
KH harus menyampaikan laporan yang terjamin sifat kerahasiaannya kepada Tim Privatisasi
ADHI, yang terdiri dari Laporan Berkala (dua mingguan), dan Laporan Final disampaikan

masing-masing 5 (lima) set.

A. Laporan Berkala, mencakup antara lain:
Perkembangan (progres) penugasan KH sehubungan dengan Rights Issue ADHI,
sehingga Tim Privatisasi ADHI memperoleh informasi secara berkala dan terkini (up

to date) dan menjadi pihak pertama dalam memperoleh informasi tersebut.

B. Laporan Final, mencakup antara lain:

Laporan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan penugasan KH sehubungan dengan

TIM PRIVATISASI

: . A
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. ll DOKUMEN RAHASIA | ? 1 TI f .l % |
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Rights Issue ADHI dengan sistematika laporan sesuai dengan ketentuan dan standar

profesional yang berlaku di indonesia.

Xl.  LAIN-LAIN

A. Dalam penyampaian proposal harus memperhatikan isi dan susunan proposal yang disampaikan

sesuai dengan petunjuk pada angka VI mengenai Usulan Penawaran serta lampiran yang ada.

Pada masing-masing bagian harap diberikan lembar pemisah.

B. Tata cara penilaian akan dilakukan sebagai berikut:

1.
2.

Penilaian akan dilakukan terhadap 2 (dua) aspek, yaitu aspek teknis dan aspek biaya.
Untuk aspek biaya akan mengikuti proses e-Auction ADHI.

Terhadap para kandidat, akan dilakukan klarifikasi akhir dengan segala perubahannya yang
akan dituangkan dalam formulir rekonfirmasi yang ditandatangani di atas meterai pada hari
yang sama.

Terhadap calon KH terbaik akan diusulkan kepada Menteri BUMN untuk dipilih dan
ditetapkan sebagai pemenang.

KH yang telah ditetapkan Menteri BUMN akan diinformasikan secara tertulis, demikian

juga yang tidak terpilih.

C. Kewenangan Tim Privatisasi ADHI:

1.

Berhak menyatakan bahwa status proposal penawaran yang disampaikan peserta berikut
lampirannya dapat diterima atau ditolak tanpa berkewajiban untuk mengemukakan

alasannya.

Berhak mengubah, menunda, mengakhiri dan menghentikan proses Rights Issue ini tanpa
berkewajiban untuk mengemukakan alasannya.

Semua keputusan Tim Privatisasi ADHI tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun

juga.

D. Rights Issue PT ADHI Karya (Persero) Tbk. dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi pasar

modal, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah perihal Penambahan Penyertaan Modal Negara
pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan persetujuan DPR RI.

TIM PRIVATISASI

PT ADHI KARYA {PERSERO) Tbk.

: ‘.
ﬂ DOKUMEN RAHASIA | ‘{* | J,,.| ?5 |
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Xll. LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 - Format Surat Pengantar Dokumen Penawaran
Lampiran 2 - Format Data Pengalaman Konsultan Hukum
Lampiran 3 - Format Pengalaman Personil
Lampiran 4 - Format Data Curriculum Vitae (CV) Tim Kerja
Lampiran 5 - Format Surat Pengantar Penawaran Biaya
Lampiran 6 - Format Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan
Lampiran 7 - Format Surat Pernyataan Untuk Melaksanakan Pekerjaan
Lampiran 8 - Format Surat Pernyataan Tunduk Kerangka Acuan Kerja
Lampiran 9 - Format Pernyataan Tidak Bermasalah Hukum dengan ADHI
Lampiran 10 - Format Pernyataan Tidak Berperkara atau Kepailitan
Lampiran 11- Format Surat Pernyataan
Lampiran 12 - Format Pakta Integritas

Lampiran 13 - Format Surat Pernyataan Jaminan Kerahasiaan

TIM PRIVATISASI — |
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. DOKUMEN RAHASIA -
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Lampiran 1

(dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)
SURAT PENGANTAR DOKUMEN PENAWARAN

Nomor:

Lampiran:

Kepada:

Tim Privatisasi PT Adhi Karya (Persero) Thk.
Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

JI. Raya Pasar Minggu Km.18

Jakarta Selatan 12510

Telp.: 021 7975312

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan penawaran sebagai Konsultan
Hukum untuk pelaksanaan Rights Issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Bersama ini kami sampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari Dokumen Teknis dan Dokumen
Penawaran Harga.

Tanggung jawab kami adalah sebatas penawaran yang diajukan, namun tidak tertutup
kemungkinan penawaran tersebut disesuaikan dengan hasil negosiasi.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, ... Mei 2022

Nama

Jabatan

Catatan:
Ditandatangani Pimpinan Perusahaan {pejJabat yang berwenang) di atas meteral
Rp10.000

diberl tanggal, bulan dan tahun serta nama jelas dan distempe! per

b

— ——

TIM PRIVATISASI u DOKIJM_EN lil_\HASIA } J__i_l_i T (-

PT ADH! KARYA (PERSERO) Tbk
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(dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)

Lampiran 2

DATA PENGALAMAN MENJADI KONSULTAN HUKUM PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) DAN

PERUSAHAAN SWASTA SEJAK TAHUN 2017- 2022

Jenis Transaksi
Nilai Emisi IPO / Rights Issue |
No. | Nama Emiten | SektorUsaha Tah lsalh il Transaksi Ekuitas
Emiten gogn e Pasar Modal
Lainnya
Jakarta, ... Mei 2022
Nama
Jabatan
Catatan:
Ditandatangani Pimpinan Perusahaan (pejabat yang berwenang) di atas meteral
Rp10.000
diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama jelas dan distempel perusahaan.
TIM PRIVATISAS| — — = [Q I ]
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. [[ DOKUMEN RAHASIA k
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Lampiran 3

(dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)

DATA PENGALAMAN PERSONIL MENJAD|I KONSULTAN HUKUM PERUSAHAAN NEGARA
(BUMN) DAN PERUSAHAAN SWASTA SEJAK TAHUN 2017 - 2022

Nama Personil .
Kedudukan Personil : (Managing Partner/Partner/Senior Lawyer/Junior Lawyer)
Sertifikat/Identitas Profesi : (Kartu Tanda Advokat/Surat Tanda Terdaftar Pasar Modal)

Jenis Transaksi

Nilai Emisi | PO/ Rights Issue |  Kedudukan

No. | Nama Personil | Sektor Usaha Transaksi Ekuitas Personil
Emiten Tahun Saham Pasar Modal
Lainnya

Jakarta, ... Mei 2022

Nama

Jabatan

Catatan:

Ditandatangani Pimpinan Perusahaen (pejabat yang berwenang) di atas meterai
Rp10.000

diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama jelas dan distemnpel per

: = e 0
TIM PRIVATISASI . — -
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. DOKUMEN RAHASIA I I (—
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Lampiran 4

(dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)
DATA CURRICULUM VITAE TIM KERJA
KONSULTAN HUKUM
(Format Bebas)

N

TIM PRIVATISASI

ay

PT ADHI KARYA (PERSERO) Thk. [ DOKUMEN RAHASIA ] I-L(" |
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Lampiran 5
(dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)
SURAT PENAWARAN BIAYA
No.:
Lampiran:
Kepada:

Tim Privatisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

JI. Raya Pasar Minggu Km.18

Jakarta Selatan 12510

Telp.: 021 7975312

Perihal: Penawaran Biaya

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menawarkan jasa Konsultan Hukum kepada PT Adhi

Karya (Persero) Tbk, sebagai berikut :

1. Penawaran Biaya Jasa KH Rp........ {fommm— Rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir
dalam surat ini. Total biaya di atas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang
berlaku, tidak termasuk PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Biaya OPE (Out Of Pocket Expenses) dan akomodasi maksimal 5% (lima persen) dari total
imbalan jasa dan dibayarkan kembali (reimbursement) sesuai bukti yang diajukan dan harus

disetujui terlebih dahulu oleh ADHI, hanya berlaku untuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam

rangka penyelesaian Pekerjaan yang memerukan perjalanan ke luar kota

Demikian penawaran biaya ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, ... Mei 2022

Nama

Jabatan

Catatan:

Ditandatanganl Pimpinan Perusahaan {pejabat yang berwenang) di atas meteral
Rp10.000

diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama Jelas dan distempel perusahaan.

o =

DOKUMEN RAHASIA B

TIM PRIVATISASI
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk

?3:':’
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Lampiran 6

(dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)

SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN

No.:
Lampiran;

Kepada:

Tim Privatisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

JI. Raya Pasar Minggu Km.18

Jakarta Selatan 12510

Telp.: 021 7975312

Saya, ...... (nama)............... bertindak untuk dan atas nama ...... (nama kantor)...., selaku

Peserta Pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang Konsultan Hukum (KH) untuk Rights Issue PT

Adhi Karya (Persero) Tbk., dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan

sebagai KH:

1. Menjunjung tinggi profesionalisme jabatan dan integritas pribadi.

2. Tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dengan PT Adhi Karya
(Persero) Tbk.

3. Tidak menyalahgunakan hubungan dengan setiap Perusahaan atau pihak ketiga manapun
baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan adanya benturan kepentingan.

4. Tidak akan menerima pemberian/hadiah dalam bentuk apapun dari setiap Perusahaan atau
pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan
adanya benturan kepentingan.

5. Tidak akan memberikan pemberian/hadiah dalam bentuk apapun kepada setiap karyawan
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. pada level apapun dan kepada setiap Perusahaan atau pihak
ketiga manapun yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab
sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang telah saya nyatakan termasuk akibat
ketidaksesuaian informasi dan pernyataan tersebut baik secara pidana maupun perdata.

Jakarta, ... Mei 2022

Nama

Jabatan

Catatan:

Ditandatangani Pimpinan Perusahaan (pejabat yang berwenang) di atas meterai
Rp10.000

diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama jelas dan distempel perusahaan.

= = : e 1 1
TIM PRIVATISAS! - —
PT ADHI KARYA (PERSERO) Thk. { DOKUMEN RAHASIA ]‘ ?—l— r_Lj!kl P_J__l__l
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Lampiran 7

(dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)
SURAT PERNYATAAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Nomor:
Lampiran:

Kepada:

Tim Privatisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Ji. Raya Pasar Minggu Km.18

Jakarta Selatan 12510

Telp.: 021 7975312

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang Konsultan Hukum untuk
pekasanaan Rights Issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk., kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama ;
Jabatan
Alamat
Bertindak untuk dan atas nama konsultan hukum ......., menyatakan dengan resmi bahwa:
1. Apabila kami ditunjuk sebagai pemenang, kami sanggup memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai
tanggal Surat Perintah Kerja diterima.
2. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas tidak dapat kami penuhi, maka PT Adhi
Karya (Persero) Tbk. berhak membatalkan penunjukan kami sebagai pemenang.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, ............. Mei 2022

Nama

Jabatan

Catatan:

Ditandatanganl Pimpinan Perusahaan (pejabat yang berwenang) di atas meteral
Rp10.000

diberi tangeal, bulan dan tahun serta nama jelas dan distempel perusahaan.

TIM PRIVATISASI T o 1 i r"i\ |
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Lampiran 8

(dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)
SURAT PERNYATAAN TUNDUK KERANGKA ACUAN KERJA

Nomor
Lampiran

Kepada:

Tim Privatisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

JI. Raya Pasar Minggu Km.18

Jakarta Selatan 12510

Telp.: 021 7975312

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang Konsultan Hukum (“KH") untuk
Rights Issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk., kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama H
Jabatan:
Alamat
Bertindak untuk dan atas nama Konsultan Hukum.................... , menyatakan dengan resmi bahwa:
1. Kami tunduk pada Ketentuan / Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Kami tunduk pada Kerangka Acuan Kerja yang telah kami sepakati sebagai acuan dalam
pelaksanaan pekerjaan kami selaku Konsultan Hukum sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, ............. Mei 2022

Nama

Jabatan

Catatan:

Ditandatangani Pimpinan Perusahaan (pejabat yang berwenang) di atas meteral
Rp10.000

diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama jelas dan distempel perusahaan.

TIM PRIVATISAS! ”r - —IE)EIMEN ; AI-; As;—l‘ _| ? : l_G_ﬁ__kT}I_l | |

PT ADHI KARYA {PERSERO) Tbk
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Lampiran 9
(dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI MASALAH HUKUM
DENGAN PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.

Nomor:

Lampiran:

Kepada:

Tim Privatisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

JI. Raya Pasar Minggu Km.18

Jakarta Selatan 12510

Telp.: 021 7975312

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang Konsultan Hukum (“KH") untuk
Rights Issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI"), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ;

Jabatan:

Alamat
Bertindak untuk dan atas nama Konsultan Hukum........... , menyatakan dengan resmi bahwa:
Kami tidak sedang atau pernah dalam kondisi mempunyai permasalahan hukum yang berlawanan dengan
ADHI dan pihak afiliasi ADHI dan/atau tidak sedang mewakili pihak ketiga yang mempunyai permasalahan
hukum yang berlawanan atau dalam perkara dengan ADHI atau pihak afiliasi ADHI.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, ............. Mei 2022

Jabatan

[ Catatan:
Ditandatanganl Pimpinan Perusahaan (pejabat yang berwenang) di atas meterai
Rp10.000
diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama jelas dan distempel per

TIM PRIVATISASI

s 1 g
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Lampiran 10
(dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)
SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PROSES BERPERKARA
ATAU PERKARA KEPAILITAN

Nomor:
Lampiran:

Kepada:

Tim Privatisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

JI. Raya Pasar Minggu Km.18

Jakarta Selatan 12510

Telp.: 021 7975312

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang Konsultan Hukum (“KH") untuk
Rights Issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan;

Alamat

Bertindak untuk dan atas nama Konsultan Hukum........ , menyatakan dengan resmi bahwa:

Kami tidak dalam proses berperkara atau perkara kepailitan yang dapat mempengaruhi kinerja ataupun
keberadaan konsultan dan/atau tidak dalam kondisi sedang dalam pengawasan dari instansi manapun
juga dan kami telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, Mei 2022

Nama

Jabatan

Catatan:
Ditandatanganl Pimpinan Perusahaan (pejabat yang berwenang) di atas meteral
Rp10.000

diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama Jelas dan

n. h

1
tempel per

e —— =3 P il
TIM PRIVATISASI 3 > [ ] |
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Lampiran 11
(dicetak di atas kop surat Konsuitan Hukum)
SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Lampiran:

Kepada:

Tim Privatisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

JI. Raya Pasar Minggu Km.18

Jakarta Selatan 12510

Telp.: 021 7975312

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang Konsultan Hukum (“KH") untuk
Rights Issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan:

Alamat

Bertindak untuk dan atas nama Konsultan Hukum.................... , menyatakan dengan resmi bahwa:
Kami menjamin personil yang ditugaskan tidak sedang melaksanakan tugas pada perusahaan lain yang

dapat mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Konsultan Hukum dalam proses Rights Issue ADHI|

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, Mei 2022

Nama

Jabatan

Catatan:
Ditandatanganl Pimpinan Perusahaan {pejabat yang berwenang) di atas meteral
Rp10.000

diberi tanggal. bulan dan tahun serta nama jelas dan dist | per

h

TIM PRIVATISASI I :ﬁ“ e |
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Lampiran 12

(dicetak di atas kop surat Konsuitan Hukum)
PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :

Jabatan

Untuk dan atas Nama Kantor

Dalam rangka pengadaan Jasa Konsultan Hukum untuk Rights Issue PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.,
dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak melakukan prakiek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., apabila ada indikasi praktek KKN
dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan
hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang —undangan;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima
sanksi Administratif, menerima pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata,
dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab.

Hormat Kami,

Jakarta, Mei 2022

Nama

Jabatan

Catatan:

Ditandatangani Pimpinan Perusahaan (pejabat yang berwenang) di atas meterai
Rp10.000

diberl tanggal, bulan dan tahun serta nama |elas dan distempel perusahaan.

TIM PRIVATISASI e —11— #]K T l |
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Lampiran 13
(dicetak di atas kop surat Konsultan Hukum)
SURAT PERNYATAAN JAMINAN KERAHASIAAN
Kami yang bertandatangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama | B 1,
suatu [ ] yang didirikan berdasarkan hukum [Republik Indonesia] dengan ini

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa atas semua data, informasi, dokumen atau data dalam bentuk apapun yang diterima oleh
(nama calon KH) dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut
“ADHI") baik secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan Pemasukan Penawaran Dalam
Rangka Pengadaan ....... dan Pelaksanan dari Perjanjian Pemberian Jasa........... adalah merupakan data
dan/atau dokumen rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").

B. Bahwa kami, dengan ini setuju dan berjanji bahwa, selama dan setelah berakhirnya Pengadaan ....... dan
Pelaksanan dari Perjanjian Pemberian Jasa ..... , tidak akan menyebarluaskan atau melakukan publikasi
dengan cara apapun juga atas setiap Informasi Rahasia kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis
dari ADHI terlebih dahulu.

C. Bahwa semua bentuk dokumen, Laporan dan/atau data pekerjaan dalam bentuk cetakan (hardcopy),
softcopy ataupun software dan bentuk lain yang dibuat oleh kami kepada ADHI adalah hak milik ADHI dan
oleh karenanya ADHI berhak untuk meminta kami untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait
dengan Informasi Rahasia tersebut dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh ADHI.

D. Bahwa dalam hal Kami diminta untuk memberikan keterangan atau informasi berkenaan dengan Informasi
Rahasia atas permintaan pihak yang berwenang sehubungan dengan proses peradilan atau proses hukum
lainnya yang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku diwajibkan untuk memberikan
keterangan, maka kami wajib secepatnya; (a) memberitahukan secara tertulis kepada ADHI atas
permintaan tersebut, serta (b) melakukan konstultasi terlebih dahulu kepada ADHI atas tindakan-tindakan
yang akan dilakukan oleh kami dalam rangka menjaga kerahasian atas Informasi Rahasia berdasarkan
Pernyataan ini sepanjang diijinkan oleh peraturan perundangundangan yang beriaku.

E. Bahwa kami setuju dan menjamin bahwa semua pihak, termasuk direksi, komisaris, staf atau pihak-pihak
lain yang ditunjuk baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Penyedia Jasa serta mempunyai
akses terhadap seluruh Informasi Rahasia berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian, untuk tunduk dan
mematuhi ketentuan dan syarat yang ditentukan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2022

Nama

Jabatan

Catatan:

Ditandatangani Pimplinan Perusahaan (pejabat yang berwenang) di atas meteral
Rp10.000

diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama jelas dan di | perusah
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